
a. bahwa berdasarkan hasi! evaluasi atas Peraturan 
Walikota Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu mengatur 
kembali Togas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 

b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar daJam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 551); 

3. Undang-Undang Nomor ~3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Mengingat 

Menimbang 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVlNSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NQMOR 16 TAHUN 2019 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F'UNGSJ SERTA 

TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALJKOTA PEKALONGAN, 



BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Kata adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekaiongan. 
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sek.retaris Daerah Kata Pekalongan. 
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kata Pekalongan. 
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pekalongan. 
8. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan di Lingkungan Kota Pekaiongan. 
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Pekalongan. 
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN. 

Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomo 
3381); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2016 Nomor 5); 



Pasal 5 
Kecamatan mempunyai tugas pendukung Walikota dala.m menyelenggarakan 
pemerintahan umum di wilayah kecamatan. 

BAB ur 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kcsatu 
Kecamatan 

Pasal4 
Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan da.ri 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas : 
a. Camat; 
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi: 

L Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; 
e. Kelurahan terdiri atas: 

1. Lurah; 
2. Sekretaris Kelurahan; 
3. Seksi Pemerintahan, Ketentra.man, Ketertiban dan Perlindungan 

Masyarakat; dan 
4. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. 

f. Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisast 

rangka 
pelayanan 

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota dalam 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 
publik dan pemberdayaa.n masyarakat, 

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalul 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
KECAMATAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 



Pasal 8 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan sasaran, program dan kegiatan Kecamatan; 
b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan; 
c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi-seksi; 
d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, 

sasaran, program dan kegiatan: 
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik 
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 

f. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang 
keuangan; 

Pasal7 
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Camat. 
(2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan adrninistrasi 

umurn dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, 
anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal s ayat (1), 
Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 
a. penetapan program kerja pemerintahan kecamatan dan pedoman 

penyel.enggaraan pelayanan kepada masyarakat; 
b. perumusan kebijakan teknis dan kebijakan umum bidang pemerintahan 

kecamatan; 
c. pcngkoordinasian upaya pcnyclcnggaraan kctcntraman dan kctcrtiban 

umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan dan Kelurahan; 
f. penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, 

penyclenggaraan pengembangan perekonornian masyarakat, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya; 

g. pengkoordinasian dan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana 
prasarana pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; 

h. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang 
tugasnya; 

i. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang 
tugas dan fungsinya. 



Pasal lO 
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepacla Sekretaris. 
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan 
kepegawaian; 

b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi: 
ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik 
daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, 
perpustakaan dan kearsipan; 

Paragraf2 
Subbagian Umum dan Kepegawaian 

kinerja; 
e. memverifikasi pengelolaan adrninistrasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan keuangan; 
f. rnelaksanakan fungsi akuntansi; 
g. menyusun bahan dan mengoordinasikan laporan keuangan; 
h. menyusun bahan profil perangkat daerah; 
I. mengelola data dan informasi; 
j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); dan 
1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 

Paragraf l 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan 

Pasal 9 
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. 

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas: 
a. rnenyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan; 
b. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, 

kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, 

kegiatan dan anggaran; 
d. menyusun bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian 

g. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi; 
h. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
i. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); 
j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban 

Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); 
k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan; dan 
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, 

tugas dan fungsinya. 



Pasal 12 
(1) Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Camat. 

(2) sexsi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan1 Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; 

Bagian Keempat 
Seksi Pembangunan, Pcmberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 

Bagian Ketiga 
Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Pasal 11 
(1) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Camat. 

(2) Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai 
tu gas: 
a. menyusun bahan perencanaan kerja bidang Tata Pemerintahan, 

Ketentraman dan Ketertiban Umum; 
b. melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban urnum; 
c. melaksanakan penyiapan bahan dan verifikasi awal berkas pelayanan; 
d. mengelola adrninistrasi pertanahan: 
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum: 
f. melaksanakan pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Walikota (PERWAL); 
g. mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan bencana alam; 
h. melaksanakan penyeliaan kegiatan Kebersihan, Ketertiban dan 

Keindahan (K3) di wilayah Kecamatan; 
i. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyakit 

masyarakat (Pekat); 
J. menyusun, me!aksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 

c. rnelaksanakan kegiatan tata kelola aset rneliputi pengadaan, pencatatan, 
perneliharaan, penghapusan dan pelaporan aset; 

d. rnengelola, mengembangkan dan membina pegawai; 
e. mengelola serta menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP); 
f. mengelola penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJABJ, Analisis 

Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan 
g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 



BAB IV 
TATAKERJA 

Pasa.l 14 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Ca.mat wajib menerapkan prinsip 

koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal da.n 
horizontal baik di lingkunga.n masing-masing maupun dengan instansi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Ca.mat wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah 
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dan bertanggung jawab 
memimpin ctan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-rnasing. 

(3) Camat bertanggung jawab memimpin dan rnengkoordinasikan bawahan 
rnasing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan masing-rnasing. 

Bagian Kelima 
Jabata.n Fungsional 

Pasal 13 
(1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Jabatan Fungsional. 
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat {lJ terdiri atas 

sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 
fungsional sesuai bidang keahliannya. 

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) .Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
ditctapkan sesuai dcngan ketentuan pcraturan perundang-undangan. 

b. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepernudaan, peranan 
wanita, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, sosial 
dan kesehata.n masyarakat; 

c. mengelola pemberian bantuan korban benca.na alam dan pengungsi; 
d. mela.ksanaka.n koordinasi dan fasilitasi penanganan masalah-ma.salah 

scsial; 
e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan Iasilitasi kegiatan 

pembangunan perekonomian, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan fasilitasi 
kegiatan pemberdayaan ma.syarakat; 

f. melaksanaka.n koordinasi da.n fa.silitasi kegiatan musyawarah 
perenca.naan pembangunan Kelurahan dan Kecamata.n; 

g. menyusun bahan da.n verifikasi awal berkas pelayanan; 
h. mela.ksanaka.n koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana 

Kelurahan: 
i. mela.ksanakan pembinaan kelembagaa.n organisasl kemasyarakatan 

tingkat Kelurahan; 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan 
k. mengeva.Iuasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 



Pasal 19 
(1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku 

perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. 
(2) Kelurahan mempunyai tugas: 

a. mcrumuskan program kerja pernerintahan Kelurahan; 

Bagian Ketiga 
Tugas Dan Fungsi 

P.asal 18 
Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
tercantum dalarn Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : 
a. Lurah; 
b. Sekretaris Kelurahan; 
c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 

Masyarakat; dan 
d. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. 

BAB V 
KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 16 
(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. 
(2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku 

perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. 

Pasal 15 
(1) Setiap pimpinan pada Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing. 
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Kecamatan dari bawahan wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-rnasing, 

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan Kecamatan kepada atasan 
masing-mastng, tembusan laporannya. wajib disampaikan kepada perangkat 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(4) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing 
bertanggung jawab mernberikan birnbingan, pembinaan dan petunjuk 
kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas 
menuru t jenjang jabatannya masing-masing. 



Pasal 21 
(1) Seksi Pernerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 

Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Lurah. 

Bagian Kelima 
Seksi Pemerintahan, Ketcntraman, Ketertiban clan Perlindungan Masy=akat 

Pasal 20 
(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang 

berada di bawab dan bertangungjawab kepada Lurah. 
(2) Sekretariat Keiurahan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan program dan kegiatan Kelurahan; 
b, menyusun bahan kebijakan Kelurahan; 
c. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksl 

seksi; 
d. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawalan, kehumasan, pengeloiaan 
barang milik daeran.bahan kerjasarna, sarana prasarana teknologi 
informasi, perpustakaan dan kearsipan; 

e. melaksanakan koordinasi pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan 
bidang keuangan; 

f. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi; 
g. melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
h. melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian 

Standar Operasiona! Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP); 
i. melaksanakan koordinasi pelaporan Analisis Jabatan (ANJABl, Analisls 

Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan 
j. mengendalikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan 

kegiatan. 

Bagian Keempat 
Sekretariat 

b. merumuskan kebijakan teknis pemerintahan Kelurahan; 
c. membina administrasi pemcrintahan Kelurahan; 
d. membina ketentrarnan dan ketertiban serta kemasyarakatan; 
e. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan 

pengernbangan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya; 
f. mengoordinasikan dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah kerjanya; 
g. mcngclola administrasi umum mcliputi pcnyusunan program, 

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, penmdang-undangan, 
perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kearsipan; 

h. mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi Standar 
Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang 
tugasnya; dan 

i. mcngoordinasikan pcngcndalian, pcngawasan, pcmbinaan, 
pengevaluasian. dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan 
tu gas. 



Bagian Keenam 
Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Pasal 22 
(1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah. 
(2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. rnenyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan 
Masyarakat; 

.b. melaksanakan pembinaan di bidang perekonornian, kepemudaan, 
peranan wanita, olahraga, kchidupan keagamaan, pcndidikan, 
kesejahtraan sosial dan kesehatan masyarakat; 

c. melaksanakan fasilitasi kegiatan di bidang pembangunan, 
perekonomian, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehidupan 
keagamaan; 

d. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas di bidang 
pernbangunan dan pemeliharaan sarana prasarana fisik serta 
kesejahteraan masyarakat; 

e. melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan; 
f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan 
.g. mengevaluasi dan melap.orkan pelaksanaan kegiatan. 

(2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman, 

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; 
b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi 

kependudukan, catatan sipil, transmigrasi dan pertanahan; 
c. melaksanakan penyelenggaraan p.elayanan masyarakat; 
d, menyusun bahan laporan di bidang pemerintahan, ketentraman, 

ketertiban dan perlindungan masyarakat; 
e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan lembaga 

kemasyarakatan kelurahan; 
f. melaksanakan pembinaan dan Iasilitasi kegiatan ketentraman, 

ketertiban, kebersihan .dan perlindungan masyarakat; 
g. melaksanakan pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa; 
h. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alarn: 
i. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyakit 

masyarakat (PEKAT); 
j. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. 



PENANGGUNG JAWAB 
No. JABJ\TAN PARAF 
1. SEK~~;\ I\:. • 
2. ASl51f:N I .,,, 
3 I KABAG HUKUM "' 

(4. KASUElAG ~ 
v 

M. SAELANY MACHFUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 23 >e119a\er r ;o 19 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan pcncmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kota Pckalongan. 

Pasal29 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 
Pekalongan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Pekalongan 
(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 90), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 



Pasal 27 
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai 1 .Januari 2020. 
(2) Pejabat yang ada pada Kecamatan dan Kelurahan tetap menduduki 

jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini. 

BAB Vlll 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 
Peraturan Walikota ini dapat dievaluasi 1 (satu) tahun setelah Peraturan 
Walikota ini berlaku. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 25 
Uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pekalongan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersenditi. 

Pasal 24 
(]) Setiap pimpinan pada Kelurahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing, 
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Kelurahan dari bawahan wajib 

diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-rnasing. 

(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan Kelurahan kepada atasan 
masing-rnasing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada perangkat 
daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 23 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, sinkronisasi, lntegrasi dan simplifikasi secara vertikal dan 
horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

(2) Lurah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah 
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dan bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta 
memberikan bimbingao dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-masing. 

(3) Lurah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
masing-masing, serta memberikan blmbingan dan petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. 

(4) Sekretaris dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan 
bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan 
hasil-hasil pelaksanaan tugas menurutjenjangjabatannya masing-masing. 

BAB VI 
TATA KERJA 



PENANGGUNG JAWAB 

M. SAELANY MACHFUDZ 

CAMAT 

SEKRETARIS 
JABATAN KECAMATAN 

FUNGS!ONAL 
I - 3 I 

I I SUBBAGIAN SUBBAGlAN 
I I PERENCANAAN, UMUMDAN 

EVALUASI DAN KEPEGAW AIAN 
KEUANGAN 

I l 
SEKSI SEKSI PEMBANGUNAN, 

PEMBERDAY AAN TATA PEMERINTAHAN, 
11.11\SY ARAKAT DAN KETRENTAMAN DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL KETERTIBI\N UMUM 

KELURAHAN 
I 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN 

LAMPIRAN I 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 16 TAHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 



PENANGGU 
No. J.AB·'\ ···--- 1. s1;.;1,:;' 
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M .. SAELANY MACHFUDZ 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

I LURAH I 
SEKRETARIS 
KELURAHAN 

J I 
SEKSI PEMERINTAHAN, 

KETENTRAMAN, KETERTIBAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN 
DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT MASYARAKAT 

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS! KELURAHAN 

LAMPIRAN II 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 16 TAHUN 2019 
TEN.TANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGS! SERTA TATA 
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 


